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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Kajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan

pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada

hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil

dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh aparatur

negara kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang

diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik

sebagai fokus isu tugas dan wewenang pengawasan Ombudsman RI merupakan sesuatu yang sangat esensial

karena proses pelayanan sebagai interaksi antara penyelenggara negara dengan masyarakat merupakan salah

satu pintu masuk bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang

Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik) dapat terlaksana pelayanan publik secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya

oleh masyarakat.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis discusses the oversight role of the Ombudsman of Republic of Indonesia public service

performed by government personnel. The functions and duties of the government apparatus is essentially to

provide for the welfare of the people in order to realize a just and prosperous society. One indicator of

welfare is the provision of good public service to the community by the state apparatus. The low quality of

public services is one of the beams that are directed to the bureaucracy of government in providing services

to the community. Public service as a focus issue supervisory duties and powers of the Ombudsman of

Indonesia is something that is very essential because the service process as the interaction between state

officials with the public is one of the entrances to the corruption, collusion and nepotism. Hopefully, by the

Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act No. 25 of 2009 on Public Service) can be implemented

in an optimal public service so that it can benefit to the community.
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